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PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA 
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 

TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA1 
 Oleh: Wuisan  Reggy2 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana alat bukti perkara 
tindak pidana hak cipta menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta dan bagaimana pemeriksaan tindak 
pidana hak cipta menurut Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
Dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemeriksaan 
alat bukti perkara tindak pidana hak cipta di 
tingkat penyidikan, dilakukan terkait dengan 
tahapan peradilan pidana pada tingkat 
penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. 
Pemeriksaan alat bukti dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai 
alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, sehingga 
memerlukan kecermatan dan ketelitian 
penyidik dalam melakukan pemeriksaan alat 
bukti. 2.  Pemeriksaan perkara tindak pidana 
hak cipta akan dilakukan apabila ada pihak yang 
mengadukan peristiwa pidana yang terjadi dan 
untuk tingkat penyidikan dilakukan 
pemeriksaan bukti-bukti melalui rangkaian 
tindakan penyidik untuk membuat terang 
peristiwa pidana dan menemukan tersangka 
tindak pidana hak cipta. 
Kata kunci: Pemeriksaan, Tindak Pidana, Hak 
Cipta,  

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Tindak pidana di bidang hak cipta dapat 
menimbulkan kerugian bagi pencipta, 
pemegang hak cipta dan hak terkait, sehingga 
peraturan perundang-undangan memberikan 
perlindungan hukum melalui prosedur 
peradilan pidana. Apabila ditemukan bukti-
bukti yang menunjukkan adanya persitiwa 

                                                             
1 Artikel Skripsi.  Dosen Pembimbing: Dr. Elisabeth E. 
Winokan, SH., M.Si; Max Sepang,  SH., MH 
2  Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.   
13071101175 

pidana dan ada pihak yang terbukti melakukan 
tindak pidana, maka sesuai dengan prosedur 
hukum pidana yang berlaku penegakan hukum 
harus dilakukan agar pihak pelaku tindak 
pidana dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 

Prosedur peradilan pidana terdiri dari: 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidikan 
merupakan salah satu unsur penting dalam 
tahapan peradilan pidana, karena melalui 
penyidikan penyidik dapat melakukan 
rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti 
dan dengan bukti tersebut dapat membuat 
terang perkara tindak pidana hak cipta serta 
dapat ditemukan tersangka tindak pidana. 

Penemuan alat bukti yang sah pada tingkat 
penyidikan akan sangat membantu proses 
peradilan pidana pada tingkat penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena 
itu pada tingkat penyidikan para penyidik yang 
terdiri dari unsur pejabat kepolisian negara 
Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai 
oleh undang-undang, harus berupaya 
semaksimalnya untuk melakukan pemeriksaan 
alat bukti yang cukup untuk kepentingan 
pemeriksaan tersangka tindak pidana hak cipta 
dan apabila terbukti secara sah melakuan 
tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi 
pidana. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 
mengambil judul skripsi ini, yaitu “Pemeriksaan 
Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta” 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah alat bukti perkara tindak 
pidana hak cipta menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta ? 

2. Bagaimanakah pemeriksaan tindak 
pidana hak cipta menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta ? 

 
C.  Metode Penelitian 

Penelitian hukum normatif digunakan dalam 
penulisan Skripsi ini. Penelitian hukum normatif 
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didasarkan pada data sekunder yang 
diperoroleh dari hasil studi kepustakaan yang 
terdiri dari: bahan-bahan hukum primer, 
bahan-bahan hukum primer sekunder dan 
bahan-bahan hukum primer. 
 
PEMBAHASAN 
A. Alat Bukti Tindak Pidana Hak Cipta 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta 
Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah menjadi salah satu variabel 
dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, 
mengingat teknologi informasi dan komunikasi 
di satu sisi memiliki peran strategis dalam 
pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga 
menjadi alat untuk pelanggaran hukum di 
bidang ini. Pengaturan yang proporsional 
sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat 
dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat 
diminimalkan.3  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta, sebagaimama dinyatakan 
pada Pasal 111 ayat: 
(1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses 

pemeriksaan di tingkat penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di 
pengadilan dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Alat bukti lainnya yang juga dapat digunakan 
yaitu alat bukti elektronik yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
Pasal 44: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan menurut 
ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai 
berikut: 
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan perundang-undangan; dan 
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 
4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3). 

                                                             
 3  Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, I.Umum. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, Pasal 1 angka (1) menyatakan: 
Informasi Elektronik adalah satu atau 
sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 
peta, rancangan, foto, electronic data 
interchange (EDI), surat elektronik (electronic 
mail), telegram, perforasi yang telah diolah 
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 
orang yang mampu memahaminya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, Pasal 1 angka 4 menyatakan: 
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi 
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 
dan/atau didengar melalui Komputer atau 
Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, 
angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang 
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahaminya. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta, telah memberikan kepastian hukum 
terhadap alat bukti lain yang sah selain yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga 
dapat mempermudah penyelesaian perkara 
tindak pidana hak cipta sesuai dengan tahapan 
peradilan pidana. 

Hukum pembuktian merupakan seperangkat 
kaidah hukum yang mengatur tentang 
pembuktian, yakni segala proses, dengan 
menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan 
dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur 
khusus guna mengetahu fakta-fakta yuridis di 
persidangan, sistem yang dianut dalam 
pembuktian, syarat-syarat dan tata cara 
mengajukan bukti tersebut serta kewenangan 
hakim untuk menerima, menolak, dan menilai 
suatu pembuktian.4 

                                                             
4  Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara 

Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia,  (Editor) 
Andriansyah, Cetakan 1,  Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, 
hal. 21 
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Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
Penjelasan Pasal 183: “Ketentuan ini adalah 
untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan 
dan kepastian hukum bagi seorang.”  

Pasal 184 menyatakan pada ayat: 
(1) Alat bukti yang sah ialah: 

a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak 
perlu dibuktikan. 

 
B. Pemeriksaan Tindak Pidana Hak Cipta 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta 
Pemeriksaan tindak pidana hak cipta di 

tingkat penyidikan dilakukan sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang 
Nomor Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta. 
1. Pemeriksaan Perkara 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta, mengatur mengenai 
pemeriksaan tindak pidana hak cipta pada 
tingkat Penyidikan, sebagaimana dinyatakan 
pada Pasal 110 ayat: 
(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara 

Republik lndonesia, Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu di lingkungan kementerian 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai hukum 
acara pidana untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.  

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berwenang melakukan:  

a. pemeriksaan atas kebenaran laporan 
atau keterangan berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Hak Cipta dan 
Hak Terkait;  

b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan 
hukum yang diduga melakukan tindak 
pidana di bidang Hak Cipta dan Hak 
Terkait;  

c. permintaan keterangan dan barang 
bukti dari pihak atau badan hukum 
sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;  

d. pemeriksaan atas pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;  

e. penggeledahan dan pemeriksaan di 
tempat yang diduga terdapat barang 
bukti, pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen lain yang berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Hak Cipta dan 
Hak Terkait;  

f. penyitaan dan/atau penghentian 
peredaran atas izin pengadilan terhadap 
bahan dan barang hasil pelanggaran 
yang dapat dijadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana di bidang Hak 
Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana;  

g. permintaan keterangan ahli dalam 
melaksanakan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Hak Cipta dan Hak 
Terkait; 

h. permintaan bantuan kepada instansi 
terkait untuk melakukan penangkapan, 
penahanan, penetapan daftar pencarian 
orang, pencegahan dan penangkalan 
terhadap pelaku tindak pidana di bidang 
Hak Cipta dan Hak Terkait; dan  

i. penghentian penyidikan jika tidak 
terdapat cukup bukti adanya tindak 
pidana di bidang Hak Cipta dan Hak 
Terkait.  

(3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik 
pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta 
bantuan penyidik pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Penyidik 
pejabat pegawai negeri sipil 
memberitahukan dimulainya penyidikan 
kepada penuntut umum dan penyidik 
pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Hasil penyidikan yang telah 
dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai 
negeri sipil disampaikan kepada penuntut 
umum melalui penyidik pejabat Kepolisian 
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Negara Republik Indonesia. Dalam hal 
melakukan tindakan sebagaimana diatur 
pada ayat 2 (dua) huruf (e) dan huruf (f) 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta 
bantuan penyidik pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum 
yang berlaku sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta, mengenai pemeriksaan perkara 
tindak pidana hak cipta pada tingkat Penyidikan 
dapat dipahami bahwa antara pejabat 
Kepolisian Negara Republik lndonesia, Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik, 
memerlukan kerjasama dan koordinasi untuk 
mengungkapkan kebenaran telah terjadinya 
tindak pidana dan ada pihak yang dapat 
dijadikan tersangkat sesuai dengan alat bukti 
yang ditemukan. 
 
2. Delik Aduan Perkara Tindak Pidana Hak 

Cipta 
Mengingat perkara tindak pidana hak cipta 

merupakan delik aduan, maka harus ada pihak 
yang melakukan pengaduan. Oleh karena itu 
pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang 
hak terkait perlu melakukan pengaduan kepada 
aparatur hukum apabila terjadi pelanggaran 
atas hak cipta, sehingga dapat dilakukan 
penyelidikan dan penyidikan.  Delik aduan 
adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila 
ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban 
atau dirugikan.5 

Pengaduan terhadap tindak pidana itu dapat 
dilakukan dengan lisan atau secara tertulis. Jika 
dilakukan secara lisan, maka pengaduan itu 
harus dicatat oleh penyelidik/penyidik dalam 
suatu akte dan ditandatangani oleh pengadu 
dan pengaduan itu harus ditandatangani oleh 
yang mengadukannya, kemudian bagi 
penyelidik/penyidik yang telah menerima 
pengaduan tersebut harus membuat tanda 
terima. Undang-Undang memberikan 
penegasan dalam hal tindakan 
penyelidik/penyidik setelah menerima 
pengaduan/laporan sebagai berikut: Penyelidik 
dan penyidik yang telah menerima laporan 

                                                             
5 Sudarsono, Loc.Cit. 

tersebut segera datang ke tempat kejadian 
dapat melarang setiap orang untuk 
meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan 
di situ untuk meninggalkan tempat itu selama 
pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 
ayat (3) KUHAP). “Pelanggar larangan tersebut 
dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai 
pemeriksaan dimaksud selesai” (Pasal 111 ayat 
(4) KUHAP).6 

Mengingat Penjelasan dari pasal tersebut 
dianggap sudah jelas oleh pembentuk undang-
undang, maka meskipun yang tersurat dalam 
pasal tersebut hanyalah perihal adanya 
pelaporan dan bukan pengaduan, menurut 
Waluyadi pengertian pengaduan sebenarnya 
adalah laporan tentang telah terjadinya tindak 
pidana, sementara dalam laporan mencakup 
pemberitahuan tentang kemungkinan akan 
terjadi, sedang atau telah terjadi tindak pidana. 
Dengan dasar ini, maka Waluyadi berpendapat 
bahwa pengaduan sudah memenuhi kriteria 
dan unsur laporan, sehingga Pasal 111 ayat (3) 
dan (4) KUHAP berlaku juga bagi pengaduan.7 

Sesuai dengan uraian tersebut, maka perlu 
ada pihak yang mengadukan atau melaporkan 
mengenai perbuatan perlanggaran atas hak 
cipta, sehingga penyelidik dan penyidik dapat 
melakukan pemeriksaan perkara pada tingkat 
penyelidikan dan penyidikan. Untuk 
mengadukan dan melaporkan peristiwa tindak 
pidana hak cipta diperlukan bukti awal dari 
pihak yang mengadukan atau melaporkan dan 
melalui bukti tersebut penyelidik dan penyidik 
dapat melakukan pemeriksaan bukti-bukti lain 
yang terkait untuk membuat terang peristiwa 
pidana yang terjadi dan menemukan 
tersangkanya. 

 Pasal 9. Penyelidik dan penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf a mempunyai wewenang melakukan 
tugas masing-masing pada umumnya di seluruh 
wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum 
masing-masing di mana ia diangkat sesuai 
dengan ketentuan undang-undang. 

Penyidik Pembantu, sebagaimana, 
dinyatakan pada Pasal 10 ayat: 
(1) Penyidik pembantu adalah pejabat 

kepolisian negara Republik Indonesia yang 
diangkat oleh Kepala kepolisian negara 

                                                             
6 Waluyadi, Op.Cit, hal. 53. 
7 Ibid, hal. 54. 
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Republik Indonesia berdasarkan syarat 
kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini. 

(2)  Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut 
pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

Pasal 11. Penyidik pembantu mempunyai 
wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat 
(1), kecuali mengenai penahanan yang wajib 
diberikan dengan pelimpahan wewenang dari 
penyidik. Pasal 12. Penyidik pembantu 
membuat berita acara dan menyerahkan 
berkas perkara kepada penyidik, kecuali 
perkara dengan acara pemeriksaan singkat 
yang dapat langsung diserahkan kepada 
penuntut umum.8 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
telah memberikan kepastian hukum mengenai 
pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta di 
tingkat penyidikan. 
 
3. Penyitaan Barang Bukti 

Berkaitan dengan penyitaan barang bukti 
dalam perkara tindak pidana hak cipta tentunya 
perlu adanya ketelitian dan kecermatan 
penyidik untuk menjaga keamanan barang 
bukti, sebab tanpa adanya barang bukti akan 
berpengaruh pada proses peradilan pidana 
selanjutnya di tingkat penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Tujuan penyitaan berbeda dengan tujuan 
penggeledahan, yang dimaksudkan untuk 
kepentingan penyelidikan atau untuk 
pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan 
tujuan penyitaan di mana tujuannya ialah untuk 
kepentingan pembuktian, terutama ditujukan 
sebagai barang bukti, di muka sidang 
pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya 
barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan 
di muka sidang pengadilan. Oleh karena itu 
agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, 
penyidik melakukan tindakan penyitaan guna 
dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, 
dalam tingkat penuntutan dan tingkat 
pemeriksaan persidangan pengadilan.9  

                                                             
8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 
9 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara 
Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Editor) Risman F. 
Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 54. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 
mengatur mengenai Penyitaan, sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 38 ayat: 
(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh 

penyidik dengan surat izin ketua pengadilan 
negeri setempat.  

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan 
mendesak bilamana penyidik harus segera 
bertindak dan tidak mungkin untuk 
mendapatkan surat izin terlebih dahulu, 
tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) 
penyidik dapat melakukan penyitaan hanya 
atas benda bergerak dan untuk itu wajib 
segera melaporkan kepada ketua 
pengadilan negeri setempat guna 
memperoleh persetujuannya.  

Pasal 39 ayat: 
(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:  

a. benda atau tagihan tersangka atau 
terdakwa yang seluruh atau sebagian 
diduga diperoleh dan tindak pidana 
atau sebagai hasil dan tindak pidana;  

b. benda yang telah dipergunakan secara 
Iangsung untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk mempersiapkannya;  

c. benda yang dipergunakan untuk 
menghalang-halangi penyidikan tindak 
pidana;  

d. benda yang khusus dibuat atau 
diperuntukkan melakukan tindak 
pidana;  

e. benda lain yang mempunyai hubungan 
langsung dengan tindak pidana yang 
dilakukan.  

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena 
perkara perdata atau karena pailit dapat 
juga disita untuk kepentingan penyidikan, 
penuntutan dan mengadili perkara pidana, 
sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).  

Pasal 40: Dalam hal tertangkap tangan 
penyidik dapat menyita benda dan alat yang 
ternyata atau yang patut diduga telah 
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana 
atau benda lain yang dapat dipakai sebagai 
barang bukti.  

Pasal 41: Dalam hal tertangkap tangan 
penyidik berwenang menyita paket atau surat 
atau benda yang pengangkutannya atau 
pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan 
telekomunikasi, jawatan atau perusahaan 
komunikasi atau pengangkutan, sepanjang 
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paket, surat atau benda tersebut 
diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal 
danpadanya dan untuk itu kepada tersangka 
dan atau kepada pejabat kantor pos dan 
telekomunikasi, jawatan atau perusahaan 
komunikasi atau pengangkutan yang 
bersaugkutan, harus diberikan surat tanda 
penerimaan. Penjelasan Pasal 41 Yang 
dimaksud dengan "surat" termasuk surat 
kawat, surat teleks dan lain sejenisnya yang 
mengandung suatu berita.  

Pasal 42 ayat: 
(1) Penyidik berwenang memerintahkan 

kepada orang yang menguasai benda yang 
dapat disita, menyerahkan benda tersebut 
kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan 
dan kepada yang menyerahkan benda itu 
harus diberikan surat tanda penerimaan.  

(2) Surat atau tulisan lain hanya dapat 
diperintahkan untuk diserahkan kepada 
penyidik jika surat atau tulisan itu berasal 
dan tersangka atau terdakwa atau 
ditujukan kepadanya atau kepunyaannya 
atau diperuntukkan baginya atau jikalau 
benda tersebut merupakah alat untuk 
melakukan tindak pidana.  

Pasal 43: Penyitaan surat atau tulisan lain 
dan mereka yang berkewajiban menurut 
undang-undang untuk merahasiakannya, 
sepanjang tidak rnenyangkut rahasia negara, 
hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka 
atau atas izin khusus ketua pengadilan negeni 
setempat kecuali undang-undang menentukan 
lain.  

Pasal 44 ayat: 
(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah 

penyimpanan benda sitaan negara.  
(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab 
atasnya ada pada pejabat yang berwenang 
sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam 
proses peradilan dan benda tersebut 
dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun 
juga.  

Penjelasan  Pasal 44 ayat (1): Selama belum 
ada rumah penyimpanan benda sitaan negara 
di tempat yang bersangkutan, penyimpanan 
benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor 
kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor 
kejaksaan negeri, di kantor Pengadilan Negeri, 
di gedung bank pemerintah, dan dalam 

keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain 
atau tetap ditempat semula benda itu disita.  

Pasal 45 ayat: 
(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda 

yang dapat lekas rusak atau yang 
membahayakan, sehingga tidak mungkin 
untuk disimpan sampai putusan pengadilan 
terhadap perkara yang bersangkutan 
memperoleh kekuatan hukum tetap atau 
jika biaya penyimpanan benda tersebut 
akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin 
dengan persetujuan tersangka atau 
kuasanya dapat diambil tindakan sebagai 
berikut:  
a. apabila perkara masih ada ditangan 

penyidik atau penuntut umum, benda 
tersebut dapat dijual lelang atau dapat 
diamankan oleh penyidik atau penuntut 
umum, dengan disaksikan oleh 
tersangka atau kuasanya;  

b. apabila perkara sudah ada ditangan 
pengadilan, maka benda tersebut dapat 
diamankan atau dijual yang oleh 
penuntut umum atas izin hakim yang 
menyidangkan perkaranya dan 
disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.  

(2)  Hasil pelelangan benda yang bersangkutan 
yang berupa uang dipakai sebagai barang 
bukti.  

(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat 
mungkin disisihkan sebagian kecil dan 
benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1).  

(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau 
dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi 
kepentingan negara atau untuk 
dimusnahkan.  

Penjelasan Pasal 45 ayat (1): Yang dimaksud 
dengan benda yang dapat diamankan antara 
lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah 
meledak, yang untuk itu harus dijaga serta 
diberi tanda khusus atau benda yang dapat 
membahayakan kesehatan orang dan 
lingkungan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh 
kantor lelang negara setelah diadakan 
konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut 
umum setempat atau hakim yang bersangkutan 
sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam 
proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam 
menentukan sifat benda yang mudah rusak. 
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Ayat (2) dan ayat (3): Benda dipakai sebagai 
ganti untuk diajukan di sidang pengadilan 
sedangkan sebagian kecil dari benda itu 
disisihkan untuk dijadikan barang bukti. Ayat 
(4): Yang dimaksud dengan "benda yang 
dirampas untuk negara" ialah benda yang harus 
diserahkan kepada departemen yang 
bersangkutan, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pasal 46 ayat: 
(1) Benda yang dikenakan penyitaan 

dikembalikan kepada orang atau kepada 
mereka dan siapa benda itu disita, atau 
kepada orang atau kepada mereka yang 
paling berhak apabila:  
a. kepentingan penyidikan dan penuntutan 

tidak memerlukan lagi;  
b. perkara tersebut tidak jadi dituntut 

karena tidak cukup bukti atau ternyata 
tidak merupakan tindak pidana; 

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk 
kepentingan umum atau perkara 
tersebut ditutup demi hukum, kecuali 
apabila benda itu diperoleh dan suatu 
tindak pidana atau yang dipergunakan 
untuk melakukan suatu tindak pidana.  

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda 
yang dikenakan penyitaan dikembalikan 
kepada orang atau kepada mereka yang 
disebut dalam putusan tersebut kecuali jika 
menurut putusan hakim benda itu 
dirampas untuk negara, untuk 
dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai 
tidak dapat dipergunakan lagi atau jika 
benda tersebut masih diperlukan sebagal 
barang bukti dalam perkara lain. 

Pasal 46 ayat (1): Benda yang dikenakan 
penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai 
barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung, 
dapat diketahui benda itu masih diperlukan 
atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut 
umum berpendapat, benda yang disita itu tidak 
diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda 
tersebut dapat dikembalikan kepada yang 
berkepentingan atau pemiliknya. Dalam 
pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh 
mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, 
dengan mengutamakan pengembalian benda 
yang menjadi sumber kehidupan.  

Hukum Acara Pidana mempunyai tugas 
untuk: 

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran 
materiil; 

2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang 
bersalah tidaknya seseorang atau 
sekelompok orang yang disangka/didakwa 
melakukan perbuatan pidana; 

3. Melaksanakan putusan hakim. 
Dari uraian di atas dapatlah dimengerti 

bahwa hukum Acara Pidana tidak semata-mata 
menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi 
lebih menitikberatkan pada proses dari 
pertanggungjawaban seseorang atau 
sekelompok orang yang diduga dan/atau 
didakwa telah melakukan perbuatan pidana.10  

Tujuan hukum acara pidana sangat erat 
hubungannya dengan tujuan hukum pidana, 
yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, 
kedamaian, keadilan dan kesejahteraan 
masyarakat. Hukum Pidana memuat tentang 
rincian perbuatan yang termasuk perbuatan 
pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat 
dihukum dan macam-macam hukuman yang 
dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum 
pidana, sebaliknya hukum acara pidana 
mengatur bagaimana proses yang harus dilalui 
oleh aparat hukum dalam rangka 
mempertahankan hukum pidana materiil 
terhadap pelanggarnya. Dari penjelasan 
tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum 
tersebut saling melengkapi, karena tanpa 
hukum pidana, hukum acara pidana tidak 
berfungsi, sebaliknya tanpa hukum acara 
pidana, hukum pidana juga tidak dapat 
dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan 
tujuan). Fungsi dari hukum acara pidana adalah 
mendapatkan kebenaran materiil, putusan 
hakim dan pelaksanaan putusan hakim.11 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1.  Pemeriksaan alat bukti perkara tindak 

pidana hak cipta di tingkat penyidikan, 
dilakukan terkait dengan tahapan peradilan 
pidana pada tingkat penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan 
alat bukti dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik 

                                                             
10 Yulies Tiena Masriani, Op.Cit, hal. 82. 
11  Ibid, hal. 82-83 
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diakui sebagai alat bukti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, sehingga memerlukan 
kecermatan dan ketelitian penyidik dalam 
melakukan pemeriksaan alat bukti. 

2. Pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta 
akan dilakukan apabila ada pihak yang 
mengadukan peristiwa pidana yang terjadi 
dan untuk tingkat penyidikan dilakukan 
pemeriksaan bukti-bukti melalui rangkaian 
tindakan penyidik untuk membuat terang 
peristiwa pidana dan menemukan tersangka 
tindak pidana hak cipta. 

 
B. Saran 
1. Pemeriksaan alat bukti perkara tindak 

pidana hak cipta pada tingkat di tingkat 
penyidikan melalui informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik yang diakui 
sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku memerlukan bantuan dan 
dukungan dari para ahli yang memiliki 
kemampuan pengetahuan di bidang 
informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik guna menunjang pelaksanaan 
tugas penyidikan oleh penyidik tindak 
pidana di bidang hak cipta.  

2.  Pemeriksaan tindak pidana hak cipta di 
tingkat penyidikan memerlukan kerjasama 
dan koordinasi antara penyidik pejabat 
kepolisian negara Republik lndonesia 
dengan pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu di lingkungan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik oleh peraturan 
perundang-undangan. 
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